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The purpose of this study was to determine whether simultaneously DAU and DAK affect the allocation of capital expenditure with the budget policy as a moderating variable at the Government of Sorong District. To find out whether partially DAU and DAK affect the allocation of capital expenditure. This research using the quantitative methode with assosiatif model. The results of the study is simultaneously DAU and DAK variables influence to capital expenditure allocation with budget policy as moderating variable to Sorong Government. Partially DAU variable positively and significantly influence to capital expenditure allocation and DAK variable have positive and significant influence to capital expenditure allocation.





Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji apakah DAU dan DAK berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan kebijakan anggaran sebagai variabel moderating pada Pemda Kab. Sorong, dan untuk mengetahui apakah DAU dan DAK secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal yang dialokasikan Pemerintah dan Pemda Kab. Sorong. Penelitian di lakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan kebijakan anggaran sebagai variabel moderating pada Pemda Sorong. Secara parsial variabel DAU berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal dan variabel DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.




Anggaran daerah, sebagai anggaran publik, maka pengelolaan dan pengalokasian anggarannya menempati posisi strategis dalam pembangunan suatu negara, termasuk di daerah. Anggaran publik yang dikelola oleh pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu; alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsi alokasi, anggaran publik memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik atau penyelanggaraan pemerintahan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan publik. Fungsi distribusi tercermin dari pemerataan pendapatan dan pengetasan kemiskinan. Fungsi stabilitas tercermin dari penciptaan lingkungan makroekonomi yang kondusif. Ketiga fungsi tersebut menjadi landasan utama kebijakan fiskal pemerintah, baik dari sisi pendapatan, pembiyaaan maupun belanja negara, termasuk kebijakan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran publik (Tuasikal, 2008: 143). 
Undang-Undang No.25 tahun 1999 mengatur bahwa DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan Dalam Negeri. 10% untuk DAU daerah provinsi, 90% untuk DAU daerah kabupaten/kota.Menurut UU No. 32 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
Dana Alokasi Khusus adalah Dana yang erasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu. DAK bertujuan untuk membantu memmbiayai kebutuhan-kebutuhan khsusus daerah (Nurcholis, 2005: 195). Alokasi DAK dalam tahun 2008 mencapai Rp 21,2 triliun atau 0,5 % terhadap produc domestic brutto (PDB) dibandingkan dengan pagu alokasi DAK dalam RAPB-P tahun 2007 sebesar Rp 17,1 triliun maka rencana alokasi DAK tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp 4,1 triliun atau 24 %. 
Kewenangan daerah untuk mencairkan dana alokasi khusus (DAK) dilucuti, pemerintah daerah tidak bisa lagi mencairkan jatahnya langsung dari kantor pelayanan perbendaharaan negara di daerah, tetapi harus menunggu transfer dari Departemen Keuangan. Ketentuan ini dibuat seiring dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang seharusnya digunakan sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah justru diendapkan di rekening pribadi pejabat daerah sehingga berpotensi diselewengkan (Sugianto, 2008: 26).
Dana pada DAU maupun DAK pada dasarnya diizinkan dipergunakan untuk pendanaan kepentingan lainnya, akan tetapi pelayanannnya diwajibkan difokuskan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Sorong. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berlaku dan telah ditetapkan dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktrur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, sertas lingkungan hidup

Argumen Orisinalitas / Kebaruan
	Variabel dan model yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada kombinasi dari penelitian Supriani, et al (2014), Sumarmi (2015), Arwati (2013).
 
Kajian Teoritik dan Empiris
Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “block grant” yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasika dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan anatar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26 % dari pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN (Nurcholis, 2005: 194). 

Dana Alokasi Khusus
Dana alokasi khusus digunakan untuk membantu pendanaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dalam tahun 2008 kebijakan alokasi DAK akan diprioritaskan, antara lain, sebagai berikut: 
1.	Membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional. 
1.	Menunjang percepatan pembangunan sarana dan rasarana di daerah pesisir pulau-pulau kecil, daearah perbatasan darat dengan negara llain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang berkategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata. 
1.	Mendorong penyediaan lapanan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. 
1.	Menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan ain yang didanai dari anggaran kementrian/ lembaga. 
1.	Mengalihkan kegiatan yang didanai dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK (Sugianto, 2008: 26). 
Dana Alokasi Khusus adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu. DAK bertujuan untuk membantu memmbiayai kebutuhan-kebutuhan khsusus daerah (Nurcholis, 2005: 195). 

Belanja Modal dalam Anggaran Daerah
Belanja modal (capital expenditures) merupakan belanja yang dibutuhkan untuk menyediakan aset tetap yang dibutuhkan SKPA, baik untuk operasional maupun untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik SKPA yang bersangkutan. Di dalam jenis belanja modal diperhitungkan total kebutuhan dana untuk pengadaan aset ditambah pajak dan marjin keuntungan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana kegiatan pengadaan dimaksud. Artinya, dalam mengalokasikan belanja modal tidak diperhitungkan implikasinya terhadap belanja pegawai dan pemeliharaan, ataupun belanja barang dan jasa lainnya (Asmara, 2010: 156). 
		
  Kajian Empiris
Supriyani (2014) melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang BerpengaruhTerhadap alokasi belanja daerah padaKabupaten/kota provinsi wilayah pulau sulawesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruhterhadap belanja daerah, khususnya Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Sulawesi. Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Pendapatan AsliDaerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DanaBagi Hasil (DBH). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dariLaporan Realisasi APBD tahun 2004 hingga 2013, yang mencantumkan data berupaPendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa PendapatanAsli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) danDana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif secara parsial (individu) maupun simultan (bersama-sama) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD), Sumarmi dengan judul penelitiannya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja ModalDaerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menguji pengaruh pendapatan asli daerah, umumDana alokasi, dan dana alokasi khusus dari Alokasi Belanja Modal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, umumDana alokasi, dan dana alokasi khusus. Variabel terikat adalah ModalAlokasi belanja. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota di Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah laporan dari kabupaten atau kota APBDdan kabupaten / kota jumlahnya di provinsi DIY periode 2002 - 2007. Hipotesispenelitian ini diperiksa dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus dipengaruhi positif signifikan terhadap belanja modalAlokasi. Tapi dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadapAlokasi belanja modal.

Metode Penelitian
Penelitian ini mengunakan metode asosiatif dengan pendekatan model korelasi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variable (Sugiyono, 2010:13). Populasi dalam penelitian ini adalah data perencanaan dan realisasi keuangan Tahun 2015 pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sorong, yang mengelola keuangan Daerah khususnya untuk alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Data-data dalam penelitian ini, diperoleh dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan seluruh data perencanaan keuangan, khususnya data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Alokasi Belanja Modal dan kebijakan anggaran pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi liniear berganda.
  
Pembahasan 
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal dengan kebijakan anggaran sebagai variabel moderating pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).
Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28). Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2008:1).Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut diantaranya adalah produk domestik regional bruto (BPS, 2008: 3). Produk domestik regional bruto  (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerahpada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS,2008:5) dan PDRB perkapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS,2008:8).
Dana alokasi umum sebagai salah satu komponen dana perimbangan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bersifat unconditional atau tidak memiliki syarat dalam penmggunaannya sehingga bisa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. DAU dihitung berdasarkan alokasi dana dasar yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal yang merupakan selidih anatar kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal suatui daerah. Formula ini yang mendorong terjadinya inefisiensi belanja modal karena ditanggung oleh DAU dan pembentukan Daerah Otonom baru, yang pembiayaannya juga akan ditanggung oleh DAU. Sehingga, DAU sebagai transfer yang bisa dialokasikan sesuai kebutuhan daerah menjadi tidak efektif karena habis terserap untuk kebutuhan belanja pegawai.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal dengan kebijakan anggaran sebagai variabel moderating pada Pemda Sorong. 
Dana Alokasi Khusus adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu. DAK bertujuan untuk membantu memmbiayai kebutuhan-kebutuhan khsusus daerah (Nurcholis, 2005: 195).
Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Di samping itu tujuan pemberian DAK adalah untuk mengurangi inter-jurisdictional spillovers, dan meningkatkan penyediaan barang publik di daerah (Mahi, 2002). Dalam perspektif peningkatan pemerataan pendapatan maka peranan DAK sangat penting untuk mempercepat konvergensi antar daerah, karena dana diberikan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam jangka panjang dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah akan dialihkan menjadi DAK (Pasal 107 UU No. 33 tahun 2000).
Dalam fungsi alokasi, anggaran publik memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik atau penyelanggaraan pemerintahan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan publik. Fungsi distribusi tercermin dari pemerataan pendapatan dan pengetasan kemiskinan. Fungsi stabilitas tercermin dari penciptaan lingkungan makroekonomi yang kondusif. Ketiga fungsi tersebut menjadi landasan utama kebijakan fiskal pemerintah, baik dari sisi pendapatan, pembiyaaan maupun belanja negara, termasuk kebijakan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran publik (Tuasikal, 2008: 143).
Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu DAK setiap tahun selalu dialokasikan dalam APBN yang disesuaikan dengan program yang menjadi prioritas nasional. Untuk menetapkan daerah tertentu yang akan mendapatkan alokasi DAK, maka pemerintah menetapkan kriteria meliputi kriteria umum, khusus dan teknis.  




Berdasarkan hasil yang ditemukan maka kesimpulan yang bisa diambil, yakni : (1) DAU memberikan dampak yang besar bagi setiap pembangunan serta pertumbuhan. Hal tersebut terlihat pada penggunaaan serta pelaksanaan DAU Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong berusaha menampilkan alokasi belanja modal berdasarkan kebijakan anggaran secara transparan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan kebijakan anggaran sebagai variabel moderating pada Pemda Sorong, (2) DAK memiliki peran penting terhadap pembangunan serta pertumbuhan ekonomi untuk kabupaten Sorong hal ini terlihat pada pengecualian pembangunan rumah untuk guru hal ini membuktikan bahwa DAK sendiri memiliki peran terhadap alokasian belanja modal. Kebijakan anggaran memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan alokasi DAK hal ini menunjukkan kebijakan anggaran sebagai variabel moderating berpengaruh positif.  Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan kebijakan anggaran sebagai variabel moderating pada Pemda Sorong, (3) kemudian Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja modal

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah: (1) Pemerintah kabupaten Sorong hendaknya melakukan upaya yang optimal dalam pembenahan berbagai sektor terutama pada daerah daerah yang belum menjangkau adanya fasilitas-fasilitas infrastuktur. Sehingga pengalokasian DAU dan DAK dapat digunakan lebih efektif, menyeluruh dan lebih merata, selanjutnya (2) Pemerintah Kabupaten Sorong, dimasa yang akan datang, hendaknya menciptakan inovasi yang secara cerdas untuk mengawasi penggunaan DAU dan  DAK, terutama dalam alokasi belanja modal, mengingat bahwa keduanya memiliki peran penting dalam hal pembangunan serta pembangunan, (3) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperbanyak jenis sampel penelitian, dengan memperluas sampel dan menggunakan variabel yang berbeda sehingga dapat memperkaya penelitian dalam melakukan kemapuan keuangan daerah yang ada di Kabupaten Sorong
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